
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45 
 

BAB III 

 

INTERSEPSI DALAM KONSTRUKSI HUKUM POSITIF DI INDONESIA 

 

 

A.  INTERSEPSI DALAM RUMUSAN HUKUM POSITIF DI 

INDONESIA 

 

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak banyak 

dari regulasi tersebut yang memberikan defenisi tentang intercepsi atau 

penyadaban. Dari ssejumlah aturan dan regulasi yang ada hanya beberapa 

Undang-Undang yang  memberikan defenisi tentang intercepsi atau 

penyadapan, beberapa diantaranya yaitu UU Narkotika dan UU ITE, Pasal 

1 Angka 19 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan  

bahwa Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan 

penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, 

informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon 

dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
69

 

Sebagai pembanding, UU ITE memberikan defanisi yang lebih 

tajam terkait Penyadapan, penjelasan pasal 31 ayat (1) UU No. 11 tahun 

2008 tentang ITE menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “intersepsi 

atau penyadapan”adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, 

membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat 
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 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 
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publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun 

jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.
70

 

Sedangkan dalam Peraturan Menkomino Nomor 11 /PER/M. 

KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi yang 

berisi pedoman-pedoman dalam melakukan penyadapan secara sah, 

mendefenisikan bahwa Penyadapan Informasi adalah mendengarkan, 

mencatat, atau merekam suatu pembicaraanyang dilakukan oleh Aparat 

Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada 

jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan 

pembicaraan atau komunikasi tersebut. 
71

 

Sedangkan defenisi penyadapan dalam RUU KUHAP dalam Pasal 

83 ayat (1) menyatakan bahwa : “Penyadapan pembicaraan melalui 

telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan 

terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga 

keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap 

jika tidak dilakukan penyadapan."  

Di Indonesia, perlindungan atas hak privasi baru dikenal luas 

setelah amandeman UUD 1945, namun ketentuan yang dapat dirujuk salah 

satu bentuk perlindungan privasi di Indonesia adalah Pasal 551 KUHP. 

Pasal 551 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa tanpa wewenang 

berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara 

                                                           
70

 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE khususnya pada pasal 31 ayat 1 

71
 Peraturan Menkomino Nomor 11 /PER/M. KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan 

Terhadap Informasi yang berisi pedoman-pedoman dalam melakukan penyadapan secara sah 
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jelas dilarang memasukinya, diancam dengan pidana denda paling banyak 

dua ratus dua puluh lima rupiah.  

Setelah reformasi Hak atas Privasi di Indonesia dijamin 

perlindungannya secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang –

undangan dan juga Konstitusi Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, 

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas 

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Pasal 32 UU No. 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:  "Kemerdekaan dan 

rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi 

melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah 

hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan.  

Dalam Pasal 40 UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

menyebutkan bahwa : "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan 

penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan 

telekomunikasi dalam bentuk apapun; dimana di dalam penjelasan Pasal 

40 Telekomunikasi disebutkan bahwa, "yang dimaksud dengan 

penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat 

tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan 

informasi dengan cara tidak sah.
72

 Pada dasarnya informasi yang dimiliki 

                                                           
72

  UU nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi khusunya pada pasal 40 
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seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan 

harus dilarang” 

Sedangkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap Orang 

dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi 

atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang 

lain akan dijatuhi hukuman”. selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (2) UU 

Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan, “ Setiap Orang dengan 

sengaja dan tanpa hak ataumelawan hukum melakukan intersepsi atas 

transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak 

bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem 

Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan 

perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya 

perubahan,penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. 

Jadi di satu sisi perlindungan privasi telah menjadi dijunjung tinggi 

tidak hanya oleh Konstitusi di indonesia namun juga di masukkan dalam 

berbagai peraturan perudang-undangan. Oleh karena itu maka intrusi atas 

hak ini pun harus diatur dalam undang-undang yang tidak menafikkan hak 

privaci tersebut. Perlindungan hak privasi ini pun dalam hukum pidana 

telah ada, Lihat Bab XXVII KUHP Tentang Kejahatan Jabatan yang 

mengatur larangan kepada para pejabat yang berwenang untuk melakukan 
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penyadapan, pengawasan, merampas, mendapatkan informasi yang 

termuat didalam benda-benda yang dapat menyimpan data-data 

telekomunikasi seperti surat, telegraph atau isi percakapan telefon.  

Pembatasan hak privasi dalam penyadapan legal atau penyadapan 

sebagai sebuah kewenangan aparat hukum (criminal wiretap) dalam 

sejarah hukum di Indonesia, sebetulnya telah memiliki sejarah yang cukup 

panjang. Pada masa Kolonial di Hindia belanda (Berdasarkan keputusan 

Raja Belanda Tanggal 25 Juli 1893 No 36) bisa dianggap sebagai 

peraturan tertua di Indonesia mengenai penyadapan informasi yang 

terbatas digunakan pada lalu lintas surat di kantor pos seluruh Indonesia 

(mail interception). Setelah keberadaan keputusan Raja Belanda Tanggal 

25 Juli 1893 No 36, dalam perjalanan pengaturan penyadapan di 

Indonesia, muncul beragam regulasi yang mengatur penyadapan. 

Dalam sejarah ketatanegaraan dan hukum di Indonesia paling tidak 

rumusan regulasi khususnya yang terkait dengan tindak intercepsi atau 

penyadaban setidaknya terumuskan dalam tujuh belas belas  regulasi yang 

memberikan kewenangan kepada sejumlah institusi negara untuk 

melakukan tindakan penyadapan, dengan batasan yang berlainan, antara 

satu ketentuan dengan ketentuan lainnya. Rumusan regulas gtersebut dapat 

ditelusuri sebagai berikut ; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.  

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada penyidik Polri 

untuk melakukan intercepsi ataub penyadapan dengan tujuan terkait tindak 
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pidana Psikotropika. Izin ditujukan pada Kapolri dengan jangka waktu 

penyadapan paling lama 30 (tiga puluh) hari, namun tidak mengatur jangka 

waktu perpanjanga 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi 

Undang-undang ini hanya mengatur kewenangan penyidik untuk 

secara spesifik melakukan penyadapan atau  intercepsi yang bertujuan 

dalam rangka mempercepat proses penyidikan 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

Undang-undang ini mengatur mengenai kewajiban perusahaan jasa 

telekomunikasi untuk menyimpan data-data komunikasi serta perekaman 

terhadap data komunikasi yang dilakukan oleh penggunanya, sebagai bukti 

penggunaan fasilitas jasa telekomunikasi dan/atau untuk keperluan 

peradilan pidana 

 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

Undang-undang ini  mengatur pemberian kewenangan kepada KPK 

untuk melakukan penyadapan, pengaturan lebih spesifik diatur dalam SOP 

(Standart Oprasional prosedur) KPK yang bersifat rahasia 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
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Undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan terhadap 

intercepsi atau penyadapan atas komunikasi elektronik serta hak atas 

kerahasiaan hubungan advokat dengan Kliennya 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang 

Undang-undang ini mengatur tentang kewenangan penyidik untuk 

melakukan penyadapan terkait tindak pidana perdagangan orang 

berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan izin tertulis dari Ketua 

Pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

Undanng-undang ini mengatur tentang larangan penyadapan, 

terkecuali penyadapan demi kepentingan penegakan hukum atas 

permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum 

lainnya 

8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

Undang-undang ini mengatur pemberian kewenangan pada 

penyidik (Penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Penyidik 

Kepolisian) terkait peredaran gelap narkotika setelah terdapat bukti awal 

yang cukup dengan beberapa cara penyadapan. Jangka waktu penyadapan 

paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 

jangka waktu yang sama, penyadapan hanya dilaksanakan atas izin tertulis 

dari Ketua Pengadilan. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai 
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penyadapan dalam keadaan mendesak, dan dalam waktu paling lama 1 x 

24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis 

Kepada Ketua Pengadilan Negeri 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 

Undang-undang ini mengatur mengenai kewenangan untuk 

melakukan penyadapan oleh BIN (Badan Intelijen Negara), dengan tujuan 

untuk penggalian informasi terhadap Sasaran yang terkait dengan kegiatan 

yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Penyadapan 

dilakukan atas perintah Kepala BIN dan ketetapan Ketua Pengadilan 

Negeri, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai 

dengan kebutuhan 

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan 

UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 

Undang-undang ini mengatur mengenai ketentuan bahwa Komisi 

Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk 

melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya 

dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh 

Hakim 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korup 
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Regulasi  ini mengatur mengenai ketentuan terkait kewenangan 

penyidik untuk melakukan penyadapan. Tidak ada pengaturan lain maupun 

penjelasan terkait kewenangan tersebut 

12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme,menjadi 

Undang-Undang 

Undang-undang ini mengatur mengenai kewenangan penyidik, 

berdasarkan bukti permulaan yang cukup, untuk melakukan penyadapan 

terkait tindak pidana terorisme. Penyadapan dilakukan atas atas perintah 

Ketua Pengadilan Negeri untuk  jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, 

dan harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Jasa Telekomunikasi 

Regulasi ini mengatur mengenai Permintaan informasi dan hasil 

rekaman penyelenggara jasa telekomunikasi oleh Jaksa Agung dan atau 

Polri untuk tindak pidana tertentu dengan tembusan kepada Menteri 

Infokom. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur permintaan tertulis yang 

harus memuat obyek yang direkam, masa rekaman dan priode waktu 

laporan hasil rekaman. Hasil rekaman informasi harus disampaikan secara 

rahasia kepada Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian dan atau 

Penyidik.Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi permintaan 

perekaman informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 kali 24 jam 

terhitung sejak permintaan diterima. Apabila tidak memungkinkan maka 
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harus dulakukan pemberitahuan selambat-lambatnya 6 (enam) jam setelah 

diterimanya permintaan tersebut. 

14. Peraturan Menteri Informasi dan komunikasi Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi 

Regulasi ini mengatur mengenai Penyadapan yang dilakukan oleh 

aparat penegak hukum melalui alat dan/atau perangkat penyadapan 

informasi. Alat dan/atau perangkat penyadapan dan proses identifikasi 

sasaran dikendalikan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. 

Penyadapan dapat dilakukan dengan tujuan untuk keperluan penegakan 

hukum, namun tindak pidana yang dimaksudkan tidak secara spesifik 

disebutkan. Hasil penyadapan bersifat rahasia. Pengawasan terhadap 

penyadapan dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Direktur 

Jenderal untuk melakukan verifikasi aspek legal dan teknis pelaksanaan 

penyadapan informasi secara sah 

15. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Perekaman Informasi untuk Pertahanan dan Keamanan Negara 

Regulasi ini mengatur tentang Perekaman Informasi untuk 

kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dilakukan atas permintaan 

Intelijen Negara kepada PenyelenggaraTelekomunikasi dengan tembusan 

kepada Menteri. Tata cara penyadapan diatur berdasarkan SOP (Standar 

Operasional Prosedur) yang ditetapkan oleh BIN sesuai karekteristik 

kepentingannya. Seluruh informasi bersifat rahasia dan hanya 
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dipergunakan oleh BIN untuk kepentingan pertahanan dan keamanan 

negara 

16. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

Regulasi ini mengatur penyadapan dan pengawasan dan 

pengendalian terhadap proses penyadapan 

17. Standart Oprasional Prosedur Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (KPK 

SOP ini Bersifat Rahasia, tidak dapat diakses. 

 

Regulasi-regulasi sebagaimana yang telah dipaparkan diatas 

merupakan gambaran bagaimana pemetaan regulasi penyadapan di 

Indonesia, terdiri dari 12 Undang-Undang, 2 Peraturan Pemerintah, 2 

Peraturan Meteri, 1 Peraturan Kapolri, dan 1 Peraturan berupa SOP 

(Standar Oprasional Prosedur). Mayoritas perturan dikeluarkan untuk 

memberikan kewenangan penyadapan bagi masing-masing lembaga 

negara yang dituju, dan sisanya lebih bersifat mengatur secara internal 

kebutuhan dari masing-masing lembaga negara tersebut. Aturan-aturan 

mengenai ijin penyadapan tergantung pada kewenangan masing-masing 

lembaga, jadi otoritas pemberian ijin penyadapan lewat masing masing 

regulasi yang ada.  
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B. NORMA HUKUM INTERSEPSI DALAM RUMUSAN HUKUM 

POSITIF 

 
Norma hukum tindakan intercepsi atau penyadapan sesuai amar 

putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanahkan bahwa dalam 

membentuk aturan menganai mekanisme penyadapan, perlu dilihat syarat 

penyadapan yakni ;  

a. Adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam Undang-Undang untuk 

memberikan izin penyadapan,  

b. Adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan,  

c. Pembatasan penanganan materi hasil penyadapan 

d. Pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan. 

 

Sedangkan unsur-unsur yang harus ada dalam pengaturan penyadapan 

yaitu : 

 

e. Wewenang untuk melakukan, memerintah kan maupun meminta penyadapan, 

f. Tujuan penyadapan secara spesifik,  

g. Kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan,  

h. Adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan,  

i. Tata cara penyadapan, 

j. Pengawasan terhadap penyadapan, 

k. Penggunaan hasil penyadapan, dan hal lain yang dianggap penting yaitu 

l. Mekanisme komplain apabila terjadi kerugian yang timbul dari pihak ketiga 

atas dilakukannya tindakan penyadapan tersebut, serta pengaturan lain berupa 

sanksi pelanggaran, dan mekanisme internal untuk menjamin HAM 
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Paling tidak rumusan norma hukum tentang tindak intersepsi atau 

penyadapan yang telah digariskan oleh Mahkamah konstitusi itulah yang 

menjadi dasar atas revisi dan perbaikan dari berbagai macam regulasi atau 

peraturan perundang-undangan tentang praktik intersepsi atau penyadapan 

yang beberapa waktu yang lalu dilakukan yudisial review. 

Dalam konteks normatif di Indonesia,  penyadapan atau intersepsi 

pada umumnya dilarang, kecuali jika undang-undang membolehkan. Dari 

sudut hukum pidana, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan dapat 

dibenarkan dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (“HAM”), sepanjang 

undang-undangnya mengatur demikian. Hal tersebut secara eksplisit 

tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

(“UUD 45”) khususnya pada Pasal 28 J ayat (2) UUD 45 yang 

menegaskan bahwa ; 

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 

hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." 

 

 Larangan tentang penyadapan atau intersepsi sendiri di Indonesia 

secara khusus diatur dalam Pasal 40 UU Telekomunikasi dan Pasal 31 ayat 

(1) dan (2) UU ITE khususnya pada  Pasal 40 UU Telekomunikasi yang 

menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan 

atas informasi yang disalurkan melaiui jaringan telekomunikasi dalam 

bentuk apapun. Sanksi atas perbuatan tersebut adalah pidana penjara 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945
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paling lama 15 tahun. 
73

 Pengecualian atas Pasal 40 UU Telekomunikasi 

dapat dilihat dalam Pasal 43 UU Telekomunikasi, yaitu pemberian 

rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada 

pengguna jasa telekomunikasi dan untuk kepentingan proses peradilan 

pidana, bukan merupakan pelanggaran Pasal 40 UU Telekomunikasi. 

 Sedangkan larangan penyadapan lain yang diatur dalam Pasal 31 

ayat (1) dan (2) UU ITE adalah sebagai berikut: 

 Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE adalah sebagai berikut  : 

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik 

tertentu milik Orang lain. 

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer 

dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak 

menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya 

perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. 

  

Sanksi atas pelanggaran pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE 

adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp 800 juta (delapan ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 47 

UU ITE. 

 Akan tetapi perlu diketahui bahwa atas larangan intersepsi ini, 

terdapat pengecualiannya juga dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE Kecuali 

                                                           
73

  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya 

pasal  56 
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intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi 

yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan 

kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang 

ditetapkan berdasarkan undang-undang.” 

 Kedua undang-undang tersebut tidak pernah mengatur bagaimana 

jika penyadapan dilakukan oleh seseorang atas dasar perintah negara 

tertentu. Bobot pembebanan pemidanaan hanya ditujukan kepada “orang” 

yang secara de facto melakukan penyadapan. Tidak ada ketentuan turunan 

lainnya, semisal jika “orang” tersebut melakukan penyadapan atas perintah 

negara lain atau perintah institusi. 

 Dalam UU ITE, yang dimaksud “orang” adalah warga negara 

Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum .
74

 Jadi, jika pelaku 

penyadapan ilegal adalah warga negara asing, UU ITE dapat diberlakukan. 

UU ITE dapat diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan 

hukum yang diatur dalam UU ITE (baik yang berada di wilayah hukum 

Indonesia maupuan di luar wilayah hukum Indonesia) selama perbuatan 

hukum tersebut memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia 

dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan 

Indonesia.
75

   

 Sedangkan dalam UU Telekomunikasi, tidak dijelaskan siapa yang 

dimaksud “orang”, akan tetapi dalam terminologi hukum pidana pada 

umumnya, “orang” yang dimaksud adalah individu/pribadi yang 

                                                           
74

  pasa l 1 angka 21 UU  Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE 

75
  pasal 2 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE 
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melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, sanksi tentang 

penyadapan dalam ketentuan normatif  hanya berlaku bagi orang 

perseorangan maupun badan hukum, dan tentu tidak berlaku bagi negara 

lain secara institusional. 

 

C. PROSEDUR INTERSEPSI DALAM HUKUM POSITIF  

Dalam tindakan intersepsi atau penyadapan telah diatur prosedur 

yang harus dilakukan. Penyadapan dalam aturan hukum positif di 

Indonesia  mensyaratkan adanya ijin Hakim Pemeriksa Pendahuluan 

dengan kondisi bahwa penyidik bersama-sama dengan Penuntut Umum 

menyampaikan permohonan tertulis yang didalamnya yang memuat  

alasan –alasan untuk melakukan penyadapan kepada Hakim Pemeriksa 

Pendahuluan. Setelah mendapatkan ijin, maka atasan Penyidik 

mengeluarkan Surat Perintah Penyadapan. Secara rinci bunyi dari pasal 

tersebut ialah sebagai berikut ; 

 

“Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat 

setelah mendapat surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.”
76

 

  

Dalam pasal selanjutnya di jelaskan bahwa ; 

 Penuntut umum menghadap kepada Hakim Pemeriksa 

Pendahuluan bersama dengan penyidik dan menyampaikan permohonan 

tertulis untuk melakukan penyadapan kepada Hakim Pemeriksa 

                                                           
76

  pasal 83 ayat ( 3 ) KUHAP 
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Pendahuluan, dengan melampirkanpernyataan tertulis dari penyidik 

tentang alasan dilakukan penyadapan tersebut.
77

 

Dalam  KUHAP dijelaskan bahwa, intercepsi atau penyadapan  

hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah mendapat surat izin dari 

Hakim Pemeriksa Pendahuluan ( HPP ) fungsi ini menjadi tugas baru dari 

HPP untuk dapat menentukan kriteria dari suatu permohonan penyadapan 

dapat dikeluarkan, setidaknya HPP dapat berpijak pada prinsip dasar yang 

harus dipenuhi dalam kondisi apapun. Penyidik dalam upaya paksa 

penyadapan tidak secara tegas ditunjuk, mengingat menyebarnya 

pengaturan terkait penyadapan dalam beberapa regulasi dan  aturan di 

Indonesia, maka perlu untuk melakukan unifikasi dalam upaya 

menertibkan pengaturan penyadapan di Indonesia, sebagai payung hukum 

maka sudah seharusnya penyidik yang diberik kewenangan untuk 

menyadap secara tegas disebut. 

Dengan penyebutan ini maka tujuan dan maksud dari penyadapan 

dapat jelas diakukan tanpa menimbulkan tubrukan kepentingan antara 

lembaga-lembaga negara karena penyadapan untuk kepentingan 

penegakan hukum pidana berbeda dengan penyadapan untuk kepentingan 

keamanan Negara. hal tersebut secara jelas diterangkan dalam rumusan  

KUHAP  sebagai berikut : 

“Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengeluarkan penetapan izin 

untuk melakukan penyadapan setelah memeriksa permohonan 

tertulissebagaimana dimaksud pada ayat (4).” 

 

                                                           
77

  pasal 83 ayat ( 4 ) KUHAP 
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 Sedangkan beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam prosedur 

penyadapan adalah sebagai berikut ; 

1.  Identitas dari penyidik yang membuat permohonan dan petugas yang 

memiliki otoritas permohonan, 

2.  Fakta dan keadaan yang  meyakinkan agar perintah dikeluarkan. Fakta 

yang dimaksud harus berupa rincian pelanggaran yang telah, sedang dan 

atau akan segera dilakukan;deskripsi alam/keadaandan lokasi fasilitas atau 

tempatdimana komunikasi tersebut akan disadap dan jenis komunikasi 

yang akan di sadap, dan identitas tersebut apabila diketahui melakukan 

pelanggaran harus disadap.  

3. Pemberitahuan bahwa prosedur penyelidikan lainnya telah dicoba dan 

gagal atau apabila diyakini metode lain tidak akan berhasil apabila dicoba 

dan terlalu berbahaya.  

4.  waktu atau periode dari penyadapan 

5.  Harus memuat semua keterangan dari aplikasi sebelumnya.Pengaturan 

ketat tersebut tidak hanya berhenti di persoalan prosedural yang memang 

sudah sangat rinci, Selain itu, pemohon juga harus mampu menjelaskan 

serta mendemontrasikan hal-hal yang dapat meyakinkan pengadilan, 

bahwa seorang tersebut melakukan, telah malakukan, atau akan melakukan 

suatu pelanggaran tertentu yang tercantum diUndang-Undang yang 

berlakudan hal itu deperkuat dengan kemungkinan bahwa akan ada 

komunikasi khusus mengenai kejahatan tersebut yang akan diperoleh dari 
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penyadapan itu, serta fasilitas yang akan dipakai oleh target adalah 

sambungan komunikasi yang memang biasa digunakan oleh target.  

Dalam mekanisme izin penyadapan,HPP dapat menolak 

memberikan ijin untuk melakukan tindakan penyadapan, ketentuan ini 

tertuang dalam pasal 83 ayat (7) KUHAP, yang berbunyi : 

“Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan atau 

menolak memberikan izin penyadapan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan 

harus mencantumkan alasan pemberian atau penolakan izin tersebut.” 

 

Pengaturan tersebut berkaitan erat dengan pengaturan pasal 83 ayat 

(8) KUHAP yang berbunyi : 

“Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

harus dilaporkan kepada atasan penyidik dan Hakim Pemeriksa 

Pendahuluan.”Selama ini izin penyadapan merupakan salah satu instrumen 

yang disorot. Pro kontra Hakim Pemeriksa pendahuluan sebagai pemberi 

izin tunggal penyadapandikarenakanpertamaberpotensi menambah 

birokrasi baru dalam penyadapan, memang dari draft RUU ada dua 

otorisasi berlapis, yakni atas perintah tertulis atasan penyidik setempat 

setelah mendapat surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.  

 

Sedangkan dalam menentukan jangka waktu intersepsi atau penyadapan dalam 

aturan regulasi dijelaskan bahwa izin penyadapandiberikan untuk waktu paling 

lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali  untuk waktu paling 

lama 30 (tiga puluh) hari. 


